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ABSTRAK 

 

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Karya Baru  Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota 

Palembang. Hal tersebut dapat dilihat dari belum tercapainya target penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan di daerah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan upaya 

dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-

Alang Lebar Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, 

dokumentasi, dan observasi. Pembahasannya diarahkan untuk mengetahui fakta yang 

sebenarnya bagaimana kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan upaya dalam 

meningkatkan kesadaran wajib pajak tersebut dilaksanakan. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang rendah. Hal 

tersebut dikarenakan faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak itu sendiri masih 

buruk dan upaya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak tidak berjalan dengan baik. 

Upaya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak yang dilaksanakan oleh pihak 

kelurahan harus digiatkan pelaksanaanya agar wajib pajak paham akan pentingya 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk kesejahteraan bersama. 

Kata kunci : Kesadaran, Pajak Bumi dan Bangunan. 
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ABSTRACT 

  

This thesis is motivated by the low awareness of the taxpayer in paying tax on land 

and buildings. It can be seen from taxpayers who are not well informed about the 

importance of paying tax on land and buildings, past the deadline for payment, economic 

factors, lack of education about land and building tax and constraints in SPPT division. 

The purpose of this study was to determine how the awareness of taxpayers in paying tax 

on land and building and efforts in raising awareness of the taxpayer in Kelurahan Karya 

Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang. This study uses qualitative 

descriptive method, whereas for data collection technique using the technique of in-depth 

interview, documentation and observation. The discussion is directed to find out the actual 

facts of how awareness of the taxpayer in paying taxes and efforts in raising awareness of 

the taxpayer exercised. These results indicate that the Public Awareness In Pay Property 

Tax in Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang low width. 

That is because the factors that affect the taxpayer's own consciousness is still bad and 

effort in raising awareness of the taxpayer does not go well. Efforts to increase awareness 

of the taxpayer undertaken by the urban village implementation should be intensified so 

that taxpayers understand the importance of paying tax on land and building for the 

common welfare. 

Keywords: Awareness, Land and Building Tax. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem otonomi daerah 

dalam pelaksanaan pemerintahannya. Otonomi daerah telah melalui perjalanan panjang, 

sejak dikumandangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 

1945, ketentuan yang mengatur otonomi daerah telah termuat dalam UUD 1945 Pasal 

18.Adanya otonomi daerah, daerah mempunyai hak serta kewajiban untuk mengatur 

daerahnya sendiri tetapi masih tetap diawasi oleh pemerintah pusat serta sesuai dengan 

undang-undang. 

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah 

kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan merupakan wilayah 

kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh 

seorang lurah yang berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). Kelurahan merupakan 

unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan 

memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa 

dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan 

yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak 

keberhasilan pembangunan kota khususnya otonomi daerah, dimana kelurahan akan 

terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan. 

Dikatakan sebagai ujung tombak karena kelurahan berhadapan langsung dengan 

masyarakat, oleh karena itu kelurahan harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk 

diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut ke pihak yang berkompetan 

untuk ditindak lanjuti. Peran kelurahan diatas menjembatani program-program pemerintah 
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untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan didukung oleh 

masyarakat. 

Pelaksanaan otonomi daerah memberi kewenangan bagi setiap daerah untuk 

mengatur dan menglola daerahnya masing-masing oleh karena itu daerah harus bertindak 

efektif dan efisien dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah agar pengelolaan 

daerah lebih terfokus dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pemerintah daerah 

harus mencari sumber sebagai pendapatan daerah yang ada di wilayahnya yang bisa 

diandalkan. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah 

merupakan iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa 

imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Suandy 2011:229). 

  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, otonomi daerah ditetapkan secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota, 

yang diselenggarakan atas dasar otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan 

demikian daerah kabupaten dan kota memiliki kewenangangan yang utuh kecuali dibidang 

pertahanan, keamanan, peradilan, politik luar negeri dan moneter serta kewenangan lainya 

yang diatur oleh peraturan perundangan yang tinggi. 

  Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan Perkotaan dibuat dengan menimbang Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam upaya mengintensifkan penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan. Untuk 

menunjang pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Palembang, pemerintah 

daerahmembuat Peraturan Walikota Palembang Nomor 31 Tahun 2012 tentang Standar 

Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kota Palembang. 
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Kemampuan pajak daerah yang dimilki setiap daerah merupakan salah satu 

indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu, perolehan 

pajak daerah diarahkan untuk meningkatakan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang 

digunakan untuk menyelenggarakan otonomi dareah yang secara konseptual diharapkan 

memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Tuntunan kemampuan nyata ini 

diharapkan bersumber dari kemampuan menyiasati penerimaan pajak daerah melalui 

upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu kewaktu. 

Rendahnya pengetahuan masyarakat wajib pajak tentang perpajakan ini juga 

menjadi bagian alasan sehingga kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak untuk 

membayar pajak, juga diakui orang-orang terdidik yang wajib pajak pun justru yang 

melanggar aturan mengenai pajak yaitu tidak membayar pajak tepat pada waktunya. 

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina 

bagi Rakyat Indonesia. Dengan demikian roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi 

kepentingan rakyat. Lancarnya roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya 

keseluruhan cita-cita rakyat yang hidup dalam negara yang adil dan makmur. Setiap rakyat 

harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan itu sangat penting bagi 

negara karena penerimaan pajak digunakan untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan 

dan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. 

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak yang memiliki potensi 

cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya di Kecamatan Alang-Alang Lebar. Namun 

kenyataannya pajak tersebut  tidak  mampu mencapai target yang ditetapkan dan masuk 

kedalam 5 urutan terendah realisasi penerimaannya dalam sektor Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) dalam 3 tahun berturut - turut.  
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Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota 

Palembang 

Kecamatan 2014 2015 2016 

Alang – Alang Lebar 64,49% 61,40% 60,55% 

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. 

Salah satu faktor yang dianggap memberi pengaruh terhadap kondisi demikian 

adalah belum maksimalnya pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan 

bangunanberdasarkan yang ada dan yang bisa dikembangkan sesuai dengan keadaan dan 

kondisi yang terdapat di kelurahan yang berada dibawah Kecamatan Alang-Alang Lebar.  

Berikut Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak bumi dan bangunan yang 

ada di Kecamatan Alang-Alang Lebar dapat dilihat sebagai berikut, dapat dilihat 

persentase realisasi terjadi penuruan dari 3 tahun terakhir yaitu tahun 2014, 2015 dan tahun 

2016.  

Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Alang-Alang 

Lebar Tahun 2014 - 2016. 

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. 

Kelurahan Karya Baru merupakan kelurahan yang penerimaannya paling tinggi 

selama 3 tahun berturut – turut namun belum mencapai target ketetapan yang seharusnya 

dapat mencapai target tersebut karena potensi kelurahan tersebut tinggi. Kelurahan Karya 

Baru memiliki 11 Rukun Warga (RW) dan 57 orang Ketua Rukun Tetangga (RT). 

Nama 

Kelurahan 

2014 % 2015 % 2016 % 

WP RP WP RP WP RP  

Kelurahan 

Alang-

Alang 

Lebar 

1.839 666.218.411 60,59 1.964 878.602.097 54,44 2.391 1.119.677.712 51,28 

Kelurahan 

Talang 

Kelapa 

8.283 1.594.724.231 53,89 9.301 2.367.682.641 54,20 9.810 3.926.114.610 53,76 

Kelurahan 

Karya 

Baru 

4.809 2.150.018.473 73,21 5.095 2.855.238.309 71,31 5.171 3.657.861.890 75,67 

Kelurahan 

Srijaya 

2.340 360.884.577 69,28 2.454 455.597.399 65,63 2.515 425.305.817 56,27 

JUMLAH 17.271 4.771.845.692 63,49 18.814 6.557.120.446 61,40 19.887 9.128.960.029 60,55 
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Masalah-masalah yang didapati didalam masyarakat Kelurahan Karya Baru  ini yaitu 

masih adanya masyarakat sebagai wajib pajak di Kelurahan Karya Baru yang tidak 

membayar pajak tepat pada waktunya, tidak mengacuhkan pembayaran pajak, dan alasan 

mengenai belum tahunya prosedur tentang pembayaran pajak dan ada juga masalah 

mengenai keuangan, sehingga membuat terlambatnya masyarakat sebagai wajib pajak 

untuk membayar pajak. Selain itu, sistem dan aturan yang ada selama ini belum 

disesuaikan dengan keadaan Pajak Daerah sehingga nampak pengelolaan belum mampu 

memberi kontribusi yang diharapkan khususnya dalam peningkatan pendapatan asli 

daerah. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah daerah Kelurahan Karya Baru 

perlu memikirkan secara serius masalah-masalah yang erat hubungannya dengan pajak 

bumi dan bangunan, dan berusaha melakukan upaya demi mengoptimalkan peningkatan 

penerimaan pajak sehingga pajak bumi dan bangunan dapat memberi kontribusi yang besar 

dalam meningkatkan pajak daerah secara khusus dan pendapatan asli daerah secara umum.  

Mengacu kepada data dan permasalahan yang ada, penulis tertarik mengambil judul 

penelitian ini “Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kelurahan Karya Baru Kota Palembang”. 

 

B.  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian identifikasi dan pembatasan masalah, maka permasalahan yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat Kelurahan 

Karya Baru dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan? 
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2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Kelurahan Karya Baru untuk 

dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan?  

3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kelurahan Karya Baru dalam melakukan 

upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Kelurahan Karya Baru dalam 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan? 

C.  TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

penulis dalam penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat Kelurahan Karya 

Baru dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.  

2. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Kelurahan Karya Baru untuk dapat 

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan  

3. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kelurahan Karya Baru dalam melakukan 

upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Kelurahan Karya Baru dalam 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

D.  MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan daya pikir 

masyarakat dalam hidup bermasyarakat khususnya mengenai arti pajak bumi dan 

bangunan.  

2. Manfaat Praktis 

 Manfaat secara praktis dimaksudkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan masukan kepada:  
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a. Wajib pajak untuk menambah kesadaran tentang arti penting membayar pajak bumi 

dan bangunan untuk pembangunan Bangsa dan Negara.  

b. Pemerintah selalu berupaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam upaya-

upaya untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan. 
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